PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/8/PBI/2007
TENTANG

PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING

DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN
DI SEKTOR PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa dengan semakin terbukanya kegtam bagi pihak
asing untuk melakukan investasi di sektor perbankan
nasional, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya
pemanfaatan tenaga kerja asing oleh bank;
bahwa pemanfaatan tenaga kerja asing tersebutdalgan
rangka untuk memenuhi kekurangan tenaga ahli darnigd
bidang tertentu yang terus berkembang di sektdrgodsan;
bahwa pemanfaatan tenaga kerja asing oleh perbdrgkas
dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesi
melalui alih pengetahudiransfer of knowledge);
bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada hunufid,
b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan ketentuatang
pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program alih
pengetahuan di sektor perbankan dalam Peraturark Ban

Indonesia;

Mengingat...



Mengingat:

Menetapkan:

1.

-2.-

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992Zaten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Momo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadiom
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia TAI999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4357);
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM
ALIH PENGETAHUAN DI SEKTOR PERBANKAN.

BAB I ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjae :

1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud daladargdprundang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimkadieibah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Ka@flbang Bank

Asing.

Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang demk yang

berkedudukan di luar negeri yang secara langsuag atlak langsung

bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yangamgkutan dan
mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indanesi

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pergegsa dengan

maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja wargaaeéndonesia.

Kualifikasi Keahlian adalah pemenuhan persyarataatus keahlian di

bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikanpanrgalaman kerja.

Komisaris :

a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas ladaaisaris
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang toertgatang
Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adsdalawas
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang toerigatang
Perusahaan Daerabh;

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengaghagaimana

dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tefarigpperasian.

7. Direksi...



10.

11.

12.

13.

Direksi:

a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas addledksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang toerigatang
Perseroan Terbatas;

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah addiisksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang toerigatang
Perusahaan Daerabh;

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengasalmgaimana
dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tefarigpperasian.

Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing adalah pemimpintdr cabang dan

pejabat satu tingkat di bawah pemimpin Kantor Cgld&ank Asing.

Pemimpin Kantor Perwakilan adalah pejabat yang gkian oleh kantor

pusat bank asing untuk memimpin kantor perwakilarsiyindonesia.

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggwadgjdangsung kepada

Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijalan operasional

perusahaan atau bank.

Tenaga Ahli/Konsultan adalah perorangan yang mkmpiengetahuan

teknis tertentu dengan standar Kualifikasi Keahliang memadai.

Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujoéuk umempengaruhi

pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termBaok, dengan cara

apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, pessgorangan

dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% gdluh lima
perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang ubkkhn dan

mempunyai hak suara; atau

b. memiliki ...
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b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari @kfé puluh lima
perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan mampunyai hak
suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikarh telalakukan
Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secarsutamgnaupun tidak

langsung.

Pasal 2

(1) Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asingwatenjalankan kegiatan
usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Per&anknndonesia ini.

(2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank sdéiaga dimaksud pada
ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan TeKag Indonesia.

Pasal 3

Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asihggsémana dimaksud
dalam Pasal 2 untuk jabatan-jabatan sebagai beritutyang setara:

a. Komisaris dan Direksi;

b. Pejabat Eksekutif; dan/atau

c. Tenaga Ahli/Konsultan.

Pasal 4

(1) Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga KerjagAsada bidang-bidang
tugas tertentu yang rinciannya akan ditetapkanndebairat Edaran Bank

Indonesia.

(2) Pemanfaatan.



(2)

3)

(4)

-6 -

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada bidangigidagas selain bidang
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digdeukan setelah
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bankriada.

Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimagleda ayat (2) digunakan
sebagai dasar rekomendasi penggunaan Tenaga AKsrg oleh Bank
kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerja

Persyaratan dan tata cara permohonan perartggbagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Exl&ank Indonesia.

Pasal 5

Bank dilarang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing paidang-bidang tugas

sebagai berikut:

a.
b.

(1)

(2)

3)

Personalia; dan

Kepatuhan.
BAB ||
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING OLEH BANK
Pasal 6

Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan Termdgam Asing
kepada Bank Indonesia.

Rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaidiaraksud pada
ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana BisniskBan

Perubahan terhadap rencana pemanfaatan TenagaAserfasebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalambmdran Rencana Bisnis
Bank.

(4) Pemanfaatan.
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(4) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di luar rencanagséibana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan pensetiank Indonesia dan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dilakukabelum
penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, mak& Beib
melaporkan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dimakdathm
perubahan Rencana Bisnis Bank.

b. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dilakulsstelah
penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, mak& Bejb
melaporkan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dimakdathm

Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

Pasal 7

Bank wajib meminta persetujuan dari Bank Indones®delum mengangkat
Tenaga Kerja Asing untuk menduduki jabatan sebd{minisaris, Direksi

dan/atau Pejabat Eksekutif.

Pasal 8

Tenaga Kerja Asing sebagai Komisaris dan Direkgibnaemenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. lulus penilaian kemampuan dan kepatufara(id proper test); dan

b. memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutareagenai ekonomi,

budaya, dan bahasa Indonesia.

Pasal 9...
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Pasal 9

(1) Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekuwjibnmemenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang stugang akan
ditempati;
b. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaanieadnaga lain; dan
c. mampu menggunakan bahasa Indonesia secara memadai;
(2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimagadd ayat (1)
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. jabatan eksekutif yang akan ditempati berada L dmtgkat di bawah
Direktur;
b. hanya diperkenankan untuk jabatan yang beradantbkpusat Bank;
c. mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indongguk bidang
dan keahlian yang dibutuhkan; dan
d. jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Assepagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahuan dlapat
diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satujtah

Pasal 10

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia perigdag Tenaga Kerja
Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan.

Pasal 11

Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultajibraemenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. memenubhi..



1)

(2)

3)

(4)

(5)
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memenuhi persyaratan Kualifikasi Keahlian;

tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaaniesdnaga lain;
mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indoneduk bidang dan
keahlian yang dibutuhkan; dan

jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Asebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahan dapat diperpanjang

1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Bank yang 25% (dua puluh lima perseratus) atathlshhamnya dimiliki
oleh warga negara asing dan atau badan hukum dapaef memanfaatkan
Tenaga Kerja Asing untuk jabatan:

a. Komisaris;

b. Direksi;

c. Pejabat Eksekutif; dan/atau

d. Tenaga Ahli/Konsultan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bddlku bagi Bank
yang berbentuk Kantor Cabang Bank Asing.

50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggaisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib berkewargamegealndonesia.
Mayoritas anggota Direksi sebagaimana dimaksud @gdd (1) huruf b
wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Mayoritas Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank jilwa

berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 13..



(1)

(2)

3)

(1)

(2)
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Pasal 13

Bank yang kurang dari 25% (dua puluh lima perssjatsahamnya
dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badarutuksing, hanya dapat
menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan TeAagdonsultan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikkan bagi Bank
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hwsimg terhadap
bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratusm)yun warga negara
asing dan/atau badan hukum asing dimaksud merupBlkamegang
Saham Pengendali Bank; atau

b. terdapat unsur Pengendalian dari warga negara asinfatau badan
hukum asing terhadap Bank.

Bank yang memenuhi kriteria pengecualian sesuait g3 dapat

menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Kamisaireksi,

dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.

Pasal 14

Kantor Cabang Bank Asing hanya dapat menggunakaageeKerja Asing

untuk jabatan:

a. Pimpinan Kantor Cabang; dan/atau

b. Tenaga Ahli/Konsultan.

Diantara anggota Pimpinan Kantor Cabang Bank Assefpagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a sekurang-kurangergiapat 1 (satu) orang

pejabat yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 15..
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Pasal 15

Kantor Perwakilan Bank Asing hanya dapat menggumdlenaga Kerja Asing
untuk jabatan:
a. Pemimpin Kantor Perwakilan; dan/atau

b. Tenaga Ahli/Konsultan.

Pasal 16

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan setamy diperkenankan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 14, atah P5 hanya dapat

dipertimbangkan untuk kasus-kasus tertentu dengesefujuan Bank Indonesia.

BAB Il
KEWAJIBAN ALIH PENGETAHUAN
Pasal 17

(1) Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetah(iaansfer of knowledge)
dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

(2) Kewajiban alih pengetahuan dalam pemanfaatanagae Kerja Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku badi ¥y memanfaatkan
Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif dam/affenaga
Ahli/Konsultan.

(3) Kewajiban alih pengetahuan sebagaimana dimaksual gt (1) dilakukan
melalui :

a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping untig&afll) orang

Tenaga Kerja Asing;

b. pendidikan..
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b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamgebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikhsitgan yang diduduki
oleh Tenaga Kerja Asing; dan

c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh Tenaga Ksing dalam
jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai Bank,

pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

Pasal 18

Bank wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewajibdiln gengetahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada setiaptaiin dalam Laporan

Realisasi Rencana Bisnis Bank.

BAB IV
PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PELAPORAN ATAS
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING OLEH BANK
Pasal 19

(1) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerjag Asebagai
Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mengacu peetentuan Bank
Indonesia mengenai kepengurusan Bank.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (iLkamlmkepada Bank
Indonesia sebelum Bank menyampaikan permohonan nmenggunakan
Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangamdang

ketenagakerjaan.

Pasal 20Q..



)

(2)

3)

4)
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Pasal 20

Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kenm Asbagai Pejabat

Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasdiajukan oleh Bank kepada

Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bankatebkagi Bank yang

berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kamiank Indonesia

setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luaayah Jabodetabek,

disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir amkuix6;

b. fotocopy paspor;

c. riwayat hidup;

d. fotocopy surat keterangan pengalaman kerja dariuspdaan
sebelumnya dan sertifikat keahlian/profesi/pendidikelatihan;

e. fotocopy konsep kontrak kerja atau surat penugdadarBank; dan

f. contoh tanda tangan dan paraf.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (lkamkepada Bank

Indonesia sebelum Bank menyampaikan permohonan nmenggunakan

Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangamdang

ketenagakerjaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokutaen;

b. apabila diperlukan wawancara terhadap calon Pefstsskutif.

Persetujuan atau penolakan atas pengajuan PejdsakuUEf diberikan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dolem permohonan diterima

secara lengkap.

(5) Pengangkatan.
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(5) Pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkam @enk kepada Bank

Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hariakegtelah tanggal

pengangkatan efektif, dilampiri dengan:

a. fotocopy kontrak kerja;

b. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) ataaiu Izin Tinggal
Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yaegwenang; dan

c. fotocopy surat izin mempekerjakan Tenaga Kerja @sigang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 21

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenag&ahsultan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilaporkan kepadakBharmonesia c.q.

Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yaergdntor pusat di wilayah

Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempatBank yang berkantor

pusat di luar wilayah Jabodetabek, paling lambatsépuluh) hari kerja setelah

pengangkatan, disertai dengan:

a.
b
C.
d
e
f.

g.

1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir amkuix6;

fotocopy paspor;

riwayat hidup;

fotocopy kontrak kerja;

contoh tanda tangan dan paratf;

fotocopy bukti/keterangan tentang Kualifikasi Keahj

fotocopy Kartu lIzin Tinggal Terbatas (KITAS) atauau lzin Tinggal
Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yaegwenang; dan
fotocopy surat izin mempekerjakan Tenaga Kerja ég/ang dikeluarkan

oleh instansi yang berwenang.

Pasal 22..



)

2)

1)

(2)

3)
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Pasal 22

Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemaafadtenaga Kerja
Asing kepada Bank Indonesia 1 (satu) kali dalararset.

Laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asibggsemana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasc&a Bisnis Bank

setiap akhir tahun.

BAB V
SANKSI
Pasal 23

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanakdimdadalam Pasal 2
ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat €3al/, Pasal 6, Pasal 7, Pasal
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, PasdPakad| 14, Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasala2@1aydan ayat (2), dan
Pasal 22 dalam Peraturan Bank Indonesiaikenakan sanksi administratif
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undadgrg Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubafamdéindang-undang
Nomor 10 Tahun 1998.

Bank yang tidak menyampaikan laporan dalam waktbag&mana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 akken sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 jstturupiah) per hari
keterlambatan dengan maksimum kewajiban membaydresae Rp
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayidak2inenghilangkan

kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.

BAB VI ...
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BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Semua ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengemisaris, Direksi,

dan Pejabat Eksekutif Bank sepanjang tidak bemegata dengan Peraturan Bank

Indonesia ini tetap berlaku bagi Tenaga Kerja ésin

1)

(2)

3)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank yatah tdilakukan sebelum
berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakalah memenuhi

ketentuan sesuai Peraturan Bank Indonesia ini sadgr@an berakhirnya
kontrak atau masa jabatan Tenaga Kerja Asing tetsdbngan jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakungeaRiran Bank Indonesia
ini.

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) untuk pertama kalinya dicantunda@am Rencana Bisnis
Bank tahun 2008.

Bank yang melakukan pemanfaatan Tenaga KeljggAsmda periode waktu
sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia sampai dengan tanggal
penyampaian Rencana Bisnis Bank tahun 2008 tiddk pgsenyampaikan

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaidiaraksud dalam

Pasal 6 ayat (1).

BAB VIII ...
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesidiatur lebih lanjut dengan

Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 27

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesiaakia:

1.

Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBIl/280§gal 15 Desember
2000 tentang Bank Umum dicabut dan dinyatakan tisalaku;

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No./RBI72000 tanggal 15
Desember 2000 tentang Bank Umum dinyatakan tidakake bagi
pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabakiks

Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBl/2884gal 14 Oktober
2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatsahd berdasarkan
Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaan

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No./BBA2004 tanggal 14
Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakagidtan Usaha
berdasarkan Prinsip Syariah, dinyatakan tidak kerlbagi pengangkatan
Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif.

Pasal 28

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejaggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembsegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR/6
DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/8/PBI/2007
TENTANG
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING
DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN
DI SEKTOR PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UMUM
Perbankan Indonesia dewasa ini dituntut untuk nuddalk penguatan

permodalan antara lain untuk meningkatkan dayagsdalam menghadapi era
globalisasi. Dalam memperkuat struktur permodatsebut, bank antara lain
menggunakan sumber dana asing. Masuknya invessiisg dersebut pada
gilirannya dapat membawa konsekuensi semakin mkainga pemanfaatan
Tenaga Kerja Asing dalam kegiatan operasional Bank

Sementara itu, persaingan yang semakin ketat jugradanong bank-bank
untuk selalu melakukan inovasi di bidang teknolpggduk dan jasa bank yang
tidak jarang memerlukan keahlian tertentu yang roetepenuhnya dapat diisi
oleh Tenaga Kerja Indonesia.

Oleh karena itu, selain untuk mengisi kelangkaaraga ahli Indonesia
pada bidang-bidang tertentu, pemanfaatan tenagg esisebut harus mendorong
terciptanya alih pengetahuaftransfer of knowledge) kepada tenaga kerja
Indonesia.
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Untuk itu pemanfaatan Tenaga Kerja Asing tersdiarus diatur lebih
lanjut sehingga dapat mendukung upaya menciptalsiens perbankan yang

sehat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a
Pada Kantor Cabang Bank Asing, yang disetarakagasteDireksi
adalah pimpinan kantor cabang, sedangkan pada KBRetovakilan
Bank Asing adalah pemimpin Kantor Perwakilan Barskng.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultadakt
menduduki jabatan struktural pada Bank dan tidakmpayai
wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.

Pasal 4..



Pasal 4

Ayat (1)
Bidang-bidang tugas tertentu yang dibuka untuk @art@erja Asing
tersebut akan direkomendasikan kepada instansi yaegangani
bidang ketenagakerjaan agar dapat dimuat dalamtkete di bidang
ketenagakerjaan yang mengatur tentang Tenaga Keing.

Ayat (2)
Pada dasarnya Tenaga Kerja Asing hanya dapat mekidjadatan
pada bidang tugas tertentu yang telah dirinci daumat Edaran
Bank Indonesia.
Persetujuan  Bank Indonesia hanya  diberikan  dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Bank sedasus
perkasus serta bersifat sementara.
Yang dimaksud dengan bidang tugas dalam ayatdakttermasuk
bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam PasalafufRer Bank
Indonesia ini.

Ayat (3)
Pemberian rekomendasi Tenaga Kerja Asing kepadanisisyang
menangani bidang ketenagakerjaan merupakan salah beamtuk
koordinasi antar instansi dalam rangka penangaramaga Kerja
Asing.
Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud gk ini
tidak serta merta menyebabkan Tenaga Kerja Asipgtdaenduduki
jabatan pada bidang tersebut sebelum adanya izinndgansi yang

menangani bidang ketenagakerjaan.

Ayat (4) ...



Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana @ateanilenaga
Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini gikeh
ketentuan Bank Indonesia mengenai Rencana Bismik.Ba

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan seseaigan
Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampdan

Kepatutan it and Proper Test).
Huruf b...



Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukangaten
menyampaikan surat keterangan mengenai pengalamga k
dan sertifikat keahlian/profesi/pendidikan/pelatina
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Pemenuhan persyaratan kemampuan berbahasa Indgaggia
memadai dilaksanakan dalam jangka waktu paling larfsatu)
tahun setelah yang bersangkutan menduduki jabatsebiut.
Ayat (2)
Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan
menyampaikan struktur organisasi Bank.

Huruf b
Bagi Kantor Cabang Bank Asing, yang dimaksud derkgautor
pusat Bank adalah kantor cabang yang menjadi induk
operasional Bank tersebut di Indonesia.

Huruf ¢
Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank antaradangan
menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimbdaa
untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dan nrmapgikan

bukti ...
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bukti tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Bdalkam
mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibutuhkanglaeb
akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tenaga Kerja
Asing.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a
Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan gaten
menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaen@ndan/atau
sertifikat keahlian.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank antara tEngan
menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimb@wanuntuk
menggunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan tauktang
upaya-upaya yang telah dilakukan Bank dalam mefiearaga Kerja
Indonesia yang dibutuhkan, sebelum akhirnya merkatusuntuk
menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12..



Pasal 12

Ayat (1)
Kepemilikan saham bank 25% (dua puluh lima peresjatersebut
merupakan saham yang tercatat dalam administrai Baonesia.
Dalam hal terdapat kepemilikan saham Bank oleh svaegara asing
dan atau badan hukum asing yang diperoleh mela&mbgelian di
bursa efek dan tidak dicatatkan dalam administéasik Indonesia,
maka kepemilikan asing pada Bank dimaksud belunatddkui
oleh Bank Indonesia sampai dengan diperbaruinyataratBank
Indonesia berdasarkan laporan dari Bank.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih d&& 8na puluh
perseratus).

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih d&6 80ma puluh
perseratus).
Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengaryangaikan

daftar Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank lhadeymposisinya.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...



Ayat (2)
Warga negara asing dan/atau badan hukum asing diaggtakan
Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali atau matakuk
Pengendalian harus telah diakui oleh Bank Indondsia dicatat
dalam administrasi Bank Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antaradalah :

a. kondisi apabila Tenaga Kerja Asing tidak digunakaaka bank akan
menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan;

b. Tenaga Kerja Indonesia yang ada dinilai tidak mermersyarat
keahlian yang dibutuhkan; dan

c. pemanfaatan Tenaga Kerja Asing tersebut bersifaestara dengan
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam diglerlukan
perpanjangan jangka waktu, wajib memperoleh pgrsatuBank
Indonesia terlebih dahulu.

Pasal 17..



Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Pendampingan Tenaga Kerja Asing lebih dititikbeaatk
pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaggak
pendamping memiliki kemampuan yang dibutuhkan,
sehingga pada waktunya diharapkan dapat menggantika
Tenaga Kerja Asing yang didampinginya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Pelaksanaan kewajiban pelatihan/pengajaran olelagken
Kerja Asing akan diatur lebih lanjut dalam Suratakzh
Bank Indonesia.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Ayat (1)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai kepengurusan Bataka lain

adalah ketentuan tentang:
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a.Bank Umum;

b.Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;

c.Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensionaljaaien
Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usdiesdasarkan
Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang kdalzakan
Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah olehk Bamum
Konvensional;

d.Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Calbargor
Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bankg yan
Berkedudukan di Luar Negeri;

e.Penilaian Kemampuan dan Kepatutalfit (and Proper Test);
dan/atau

f. Pelaksanaa@ood Cor porate Governance bagi Bank Umum.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan surat penugasan pada humdldhasurat
penugasan kerja dari kantor pusat dari Kantor Galigank Asing
atau Kantor Perwakilan dalam hal terdapat pemaarfadienaga
Kerja Asing sesuai Pasal 16.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ...
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan Bank Indonesia mengenai Komisaris, Direllan Pejabat

Eksekutif Bank antara lain berpedoman pada keten®B&nk Indonesia

tentang:

a. Bank Umum;

b. Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;

c. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum KonvensionajaaieBank
Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkansig?
Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang MelaksanKkgmatan

Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umunvé&msional;

d. Persyaratan.
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d. Peryaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor CabampiCabang
Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Rerétekan di
Luar Negeri;

e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutkit @nd Proper Test); dan/atau

f. Pelaksanaa@®ood Corporate Governance bagi Bank Umum.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
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